BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.977, 2013

KEMENTERIAN KESEHATAN. Tenaga Kesehatan.
Registrasi. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 46 TAHUN 2013
TENTANG
REGISTRASI TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

1.

bahwa dalam rangka pemberian izin dan peningkatan
mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh
tenaga kesehatan perlu mengatur registrasi tenaga
kesehatan;

bahwa Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor
1796/Menkes/Per/VI11/2011 tentang Registrasi
Tenaga Kesehatan perlu disesuaikan dengan
kebutuhan dan perkembangan hukum;

bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang
Registrasi Tenaga Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3175);
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Menetapkan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1144/Menkes/Per/ VI11/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);

Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2013
dan Nomor 1/1V/PB/2013 tentang Uji Kompetensi
bagi Mahasiwa Perguruan Tinggi Bidang Kesehatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
650);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
REGISTRASI TENAGA KESEHATAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam
bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan
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melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu
memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk
menyelenggarakan upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif,
maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah
daerah, dan/atau masyarakat.

Uji Kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan,
keterampilan, dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar
profesi.

Sertifikat Kompetensi adalah pengakuan kompetensi atas prestasi
lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau
memiliki prestasi di luar program studinya.

Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Tenaga Kesehatan yang
telah memiliki Sertifikat Kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi
tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk menjalankan
praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya.

Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti
tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Tenaga Kesehatan yang
telah diregistrasi.

Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disingkat MTKI
adalah lembaga untuk dan atas nama Menteri yang berfungsi
menjamin mutu tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan
kesehatan yang terdiri dari unsur kementerian dan organisasi profesi
kesehatan.

Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi yang selanjutnya disingkat MTKP
adalah lembaga yang membantu pelaksanaan tugas MTKI.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang kesehatan.

Kepala Badan adalah Kepala Badan pada Kementerian Kesehatan
yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang pengembangan
dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan.

BAB Il
PELAKSANAAN REGISTRASI
Pasal 2

Setiap Tenaga Kesehatan yang akan menjalankan praktik dan/atau
pekerjaan keprofesiannya wajib memiliki izin dari Pemerintah.
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Untuk memperoleh izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diperlukan STR.

STR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh MTKI dan
berlaku secara nasional.

Untuk memperoleh STR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3), Tenaga Kesehatan harus memiliki Sertifikat Kompetensi.

Format STR sebagaimana tercantum dalam Formulir terlampir.
Pasal 3

Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4)
diberikan kepada peserta didik setelah dinyatakan Ilulus Uji
Kompetensi oleh perguruan tinggi bidang kesehatan yang memiliki izin
penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan
oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan MTKI.

Pasal 4

STR berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan berakhir pada tanggal
lahir Tenaga Kesehatan yang bersangkutan di tahun kelima.

STR dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun setelah memenuhi
persyaratan.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. pengabdian diri sebagai tenaga profesi atau vokasi di bidang
kesehatan; dan

b. pemenuhan kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan,
pelatihan, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya.

Jumlah satuan kredit profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b untuk setiap kegiatan ditetapkan olenh MTKI atas usulan dari
organisasi profesi.

Pasal 5

Pengabdian diri sebagai tenaga profesi atau vokasi di bidang
kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) huruf a
dibuktikan dengan:

a. keterangan kinerja dari institusi tempat bekerja, atau keterangan
praktik dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota;

b. Surat izin Praktik atau Surat Izin Kerja; dan

c. rekomendasi dari organisasi profesi.
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(2) Pemenuhan kecukupan dalam Kkegiatan pelayanan, pendidikan,
pelatihan, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dibuktikan dengan pemenuhan syarat
satuan kredit profesi yang diperoleh selama 5 (lima) tahun yang
ditetapkan oleh organisasi profesi.

Pasal 6

Dalam hal Tenaga Kesehatan tidak dapat memenuhi ketentuan
persyaratan perpanjangan STR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(3), maka Tenaga Kesehatan tersebut harus mengikuti evaluasi
kemampuan yang dilaksanakan oleh organisasi profesi bekerja sama
dengan MTKI.

Pasal 7

(1) MTKI harus membuat pembukuan registrasi terhadap setiap STR yang
dikeluarkan.

(2) Pembukuan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaporkan kepada Menteri melalui Kepala Badan secara berkala dan
merupakan dokumen publik.

(3) MTKI wajib menyiapkan data yang dapat diakses oleh publik sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing atau Tenaga Kesehatan Warga
Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri yang akan melakukan
pekerjaan profesi atau vokasinya di Indonesia harus memiliki
Sertifikat Kompetensi atau pengakuan kompetensi dari institusi
pendidikannya yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dari
negara asal.

(2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dievaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

(3) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dilakukan adaptasi.

(4) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memiliki STR sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 9
STR tidak berlaku apabila:
a. masa berlaku habis;
b. dicabut atas dasar peraturan perundang-undangan;
c. atas permintaan yang bersangkutan; atau
d

yang bersangkutan meninggal dunia.
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